BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 43 TAHUN 2001
TENTANG
PENJABARAN TUGASB POHOK DAN FUNGBI KECAMATAN

BUPATI MUARA ENTM

Menunbang - 0 A bahwa  dengan  telah ditetapkannva Peraturan Daerahb
Labupaten Muara Epim Nomor 22 Tahun 2000 tentang
. Susunan Organisasi Kecamatan, maka  dalun rangka
kelancaran pelaksanaan tipgass Kecamatan  perlu dilakukan

Penjabaran Tugas Pokol dan Fungsi Kecamatan |

b, hahwa berdasarkan permimbangan scbagaimana di maksud
huruf & perle menctapkan Kepulusan Bupati Muara Enim
ntang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan,

Mengngat v 1. Undang-undang Republik Indopesia Nemor 28 Tahun 1959
irmiang Pembentokan Dacmb Tingkat 11 dan Hotapraja di
Sumatera Selatan  { Lembaran Neparm Republik Indonesia
Taliun 1959 Nomor 73, Tambsban Lembaran Negars
Fepublik Indonesia Nomor 1821 )

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
. lentang Pemerintalan Dacrab | Lembaran Negarm Republik
Indonesin Tabhun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik [ndonesia Nomor 3839

d. Undang-undang Republik [ndonesia Nemor 25 Tahun 1999
icntang Penmbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan
Daerah | Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999
Nomor 74, Tambaban Lembaran Negam Republik Indonesia
Homor 3548 |

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
lentang  Pokok-pokok  Kepegawaian {  Lembaran Negara
Hepublie  Indonesia Tabun 1974 Nemor 535, Tamhahan
Lembaran  Negara  Hepublik  Indonesia Nomor 3041 )
sehagaunanna telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
Fad Fahun 1999 [ Lembaran Negam Republile Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembarsn Negara Republik
Indonesia Nomor 3800 ]

i

Peraturan Pemermtah Republik Indomesia Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koondioasi kegiatan Instansi Vertikal di Daecrsh

[ Lembsran




Menitapkan

Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
tambanan [embaran Nhegara RKepublik [ndonesia Nomor

. Peraturan Pemerintah Hepublik Indonesita Nomor B84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat [Daerah
| Lembarmn Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor
1657 |

=l

Keputusan Presulen Repubblk lodonesia Nomor 44 Tabun
19949 tentang Teknik penyusunan Permturan Perundaog-
undangan dan  Bentuk  Rancangan  Undaog-umndang,
Fuancangan  Peraturan Pemernntah, dan Bancangsn
Keputusan Presuden |

8, Meraturan Daerah Kabupaten Muara Unim Nomor 22 Tabun
2000 tenlang Susunan Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

EEPUTUSAN BUPATI MUARA ERIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POROK DAN FUNGSI KECAMATAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Hasal |

Cralam Keputusan i yvang Jdi maksad dengan

S

0 ) [ 8

et |

Nacrah adalah Kabupaten Muara Fnim

NMPemenniah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten Muaca Enim.
 Bupati adalah Bupati Muara Bndin.

JWaldl Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim,
csekretarts Daersl adadab Sekrelans Daerah Kabupaten Muara Enan,
cecamatan adalabh Wilayah Kena Comat scbaga: Perangkal Dacah

mabupaten Muara Enim vang melipit heberapa Desa [ Kelurahan.

 Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
CHelompok Jabaian Fungsional adalab Kelompok Pegawa Negen Sipl

vang i ben tugas, wewenang dan hak secara penub oleh pejabal
vang berwenang antuk melaksanakan kegiatan yang sesoat dengan
profesi keahliannva dalam rangka mendulung  kelancaran  tupas
pemerintahian,

BAR I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Feymn] 2

Kevamatan merupakan unsoar pelaksana Pemenndsh Daerah vang di
pimpin olen seomang Camat yang bherada di bawah dan bertanggung
jawah kepada Bupati melalui Sekretans daemh.

Frasa] 3



Pasal 3

“=mat memponyal ugas membantu Bupat dalam menyelenggarakan

emermtahan, Pembangunan dan pembinasn kehid upan

Ermasvarakalan serta melaksanakan tugas benlasarkan pelimpahan
schagian kewenangan Pemermtahan dan Bupat,

Fasal 4

Untuk menvelenggparakan tugas tersebut pada pasal 3, Camal
mempunyal fungsi:

do Penyelenggaraan lugas-tugas  pemerintahan umum, pembinaan
pemerintahan Desa dan Keluraban, pembinaan ketenlramnan dean
ketertiban wilavah

h. Penvelenggaraan pembinaan kesejahteraan Soswl dan pelayanan
W

Penvelengparaan tugas-tugas berdasarkan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan |

(¥

BABR I
ORGANIBABI
Bagan Pertama
BUBUNAN ORGANIBARBI
Pasal 5
Susunan Organisast Kecamatan terdird dan

a, Camat |

b, Sekretans Hecamalan

. Sekad Pemerintahan

ol Beks Rerentraman dan Kelertiban
Seksi Pembangunan

Seksl Resejahteraan Sosial ;
CEelompok Jdabatan Fooesional.

-
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Bagian Kedoa
SEHRETARIE HECAMATAN
Pasal &

Sekretans Kecamatan mempunyal togas melaksanalan penyusunan
renecana kegiatan, melakukan urusan  surat menyural, Rearsipan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, cvaluasi dan
pelaporan serta memberikan pelavanan administratif kepada scluruh
saluan organisast Kecamatan.
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meryelnoparakan tugas tersebut  pada Pasal 6, Sclartans

Bacthil i . =0 B .

s rCEmalEn mempunyai fungsi
nan bahan dan koondinasi penyusunan rencana keguatan |

5. Pelzksanaan urusan surat menyvurat dan keamsipan, romah tanggs,
perlengkanan dan kehumasan

Prlaksansan urisan kepegawaian |

(]

d. Pelaksanaan urusan adininistrasi kenangan ;

e, Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan |

o

pelaksanaan tugas lain yaug diberikan oleh Camat.
Bagian Ketiga
BEKSI PEMERINTAHAN
Prasal 8

Seksi Pemerintahan mempuoyval fugas melaksanakan penyiapan bahan
pembinazn  penyelenggaraan  pemerintahan wmoum,  pembinaan
pemerintahian Uesa [/ Helurahan,  adminisirasi kependudulan,
keagrariaan serla politk dalan negert,

Pasal 9

Untuk menyvelenggarakan fugas terscbul pada Pasal 8, Selsi
Pemerintahan  mempiinyai fungst |

;3. Pelaksanaan penyiapan bshan dan petunjuk  teknis pembioaan
pemeriniahan umuam dan Politik dalam Negen |

b, Pelaksansan penyiapan bahan dan pelunjuk ieknis pembinaan
penvelenggaraan pemermiaban Desa | Kelurahan

o, Pelaksanasn pepgelolaan administrasi kependudukan ;

d.  Pelaksanann penyiapan babhan dan petunjuk tebous pembinaan
HOHpTHITHAD |

¢, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
Bagian Keempat
BEKSI KETENTREAMAN DAN KETERTIBAN
Pasal 10
Seksi Ketentraman dan ketertiban mempuonyat migas melalksanakan
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pros=pan  bahon  penvelenggaraan pembmmasn  ketentraman  dan
Estersitan nmum, polisi pamong prajs dan pembinasn terub perzinan
Pasal 11

Untuk menyelenggammkan tugas lerscbut pada Pasal 10, Seksi
Retentraman dan Retertiban mempunya fungs:

a  Pelaksanasn  peoyusunan program dan petunjul teknos
penyvelenggaraan ketenttaman dag ketestiban umum |

b, Peovelenggaraan pembinaan FPolisi  Pamong  Praja  dan
Perlinulangan Masyvarakar ;

. Penvelenggaraan penerbban periznan ;
d,  pelaksanaan fugas lain yang dibenkan oleh Camal,
Hagian Kelima
SEHE] PEMBANGUNAN
asal 12
Seksi Pembanpgunan mempunyai ugas melaksanakan penylapan bahan
dan  penyusunan  rencana  pembimaan . pembangunan sarana

perekonomian Desa | Kelurahan, produlksi dan distribusi, sammna dan
prasarana fisik pelavanan wown serta linglangan hidup,

Pasal 13

Untuk menvelengearmban  tugas tersebut pada  Pasal 12, Seksi
Pembangunan mempunyai fangst :

4. Pelaksanaasn  peayviapan  bahan dan  peovusunan  rencsans
pembangunan sarapa perckonomian mwasvarakat Desaf Kelurahan |

b, Penyiapan bahan dan peoyusunan rencans  penyelenggarasmn
pembinasn ngkungan ndup

. Penviapan bahan dan penyvelenggaraan pembingsan sarans dan
prasarana fisik pelayanan umum: |

tel:  Pelaksanaan mgas lain yvang diberikan olch Camat
Bagian Kecnam
SEKB] KESEJAHTERAAN SOBIAL
Pasal 14
Seksil Nesejahteraan Sosial mempunyval tugas melaksanakan penylapean
bahan  dan  penyusunan rencana  penyclenggarasn  pembinaan

pelavanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, agama,

pendidikan dan keschatan masyarakal,
Pasal 15 mniy
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Untuk meovckogparakan Tugas tersebut pada Pasal 14, Seks

Resemhisraan Sosal mempunyal fungsi
5 Prlakssnasn penvusunan rencana, pembinaan dan  pelayanan
bannian sosial pembinaan pemuda dan olabmaga serta peranan

wanits |

b, Pelaksanaan  penyusunan  rencana pembinaan kehidupan
keagamaan, pendidikan, kebudayvaan dan keschatan masyaraleat |

¢ Pelaksannan peovusunan  rencans peovelenggaraan  kegiatan
kebersilian, pertamanan dan sanitasi lingkuogan

. pelaksanaan higas lain vang diberikan olch Camat.
Bapian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSBIONAL
Fasal 16

Relompok  Jabatan Fungsional mempunyai  tugas melaksanakan
sehapian tugas Kecamatan sesuai denpan bidang keablinan tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Pasal 17

{1} Helompok Jabatan PFungswonnl terdin dan sejumlab tenaga
fungsional yvang terhagi dalam berbapai kelompok tenaga fungsional
sesual dengan bidang keahlannys

[ Masing-masing kelompok {epapa lungsional di pimpin oleh scorang
lenags  fungsional senior yang di tonjuk oleh Repala Rantor

Kecomatan |

{3) Jumlah Aensga fungsionsl tersebut pada avat (1) ditentukan
bendasakan kebutuhan dan beban kerja

{1} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagammeana o meksad ayat

i1) di atur berdassiakan permturan perundang-undangan vang
berlakl.

oA LY
PENUTUOP
Pazal 18

H:al - hal yvang helum di atur dalam Keputusan  ind sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan dietapkan tersendirt olell Bupati.

Pasal 19 ...,



Fagal 10
Repumnsan iy mnias berlakm pada tanggal diundangksan

\gur supava seiap orang dapat mengetahuinyd, memerintahkan
Frugundangan RKeputusan ni dengan pencmpatannys dalain Lembaran
Dmerab kabupaten Muara Emm.

Dhitetapkan di Muara Enim

pada tanggal & Mer 200

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD BOFJAN EFFENDIE
Chundarnghan i1 Muara Enim

pada tanggal B Mgl 2ol
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SEKRETARIE D AH HABRUPATEN
RILT ! ENIM

E ROBAIN BIROD
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